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Penelitian ini dilakukan atas dasar adanya isu atau fenomena tentang menurunya kesejahteraan petani yang 
diakibatkan oleh langkanya pupuk subsidi pada tahun 2020. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut Dinas 
Ketahanan Pangan Dan Pertaniam  mengeluarkan kebijakan publik bentuk program peningkatan kapasitas 
kelembagaan pertanian, peningkatan program dan informasi penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam 
meningkatkan kesejahteraan petani beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk 
mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa gambaran implementasi kebijakan berupa 
program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah diterapkan. Serta, pemberian pupuk subsidi, benih 
tanaman dan alat pertanian juga sudah terealisasikan. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Dinas 
Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petanian adalah communication, resource 
dan sarana prasarana, pemodalan petani, dan jumlah produksi. Faktor penghambat implementasi kebijakan Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan petanian sumber 
daya manusia, iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, teknologi dan sarana prasarana, serta harga komoditi 
pasar.  
 






Menurut Dabukke (2014, p. 90) dalam konteks 
global, Jepang memperoleh pendapatan kotor 
tertinggi dari hasil pertanian sekitar U$D44.045. 
angka ini berada jauh dibandingkan dengan India, 
Thailand bahkan Indonesia, dimana Thailand hanya 
mampu memperoleh sekitar U$D1.136 dari usaha 
pertanian, selanjutnya diikuti oleh India dan 
Indonesia yang memperoleh sekitar U$D981 dan 
U$D672 per tahun. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa perolehan penghasilan dari sector 
pertanian di Indonesia relative rendah jika 
dibandingkan dengan negara Jepang, India dan 
Thailand. Indonesia merupakan negara yang 
mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian,. 
Namun, di Indonesia sendiri masih banyak 
petani yang belum mendapat perlindungan dan 
kesejahteraan. Bahkan, masih dirugikan karena 
pendapatan mereka yang sangat minim. Melonjaknya 
harga pangan saat ini terutama beras ada kaitanya 
dengan nilai yang harus dibayar oleh petani, dimana 
jumlahnya lebih tinggi daripada jumlah yang diterima 
oleh petani. Kabupaten Probolinggo sendiri 
merupakan daerah pertanian karena mayoritas 
penduduknya adalah seorang petani subsektor 
tanaman pangan, holtikultura, dan perkebunan. 
Namun, masih banyak petani yang belum mendapat 
kesejahteraan disebabkan oleh langkanya pupuk urea 
subsidi menyebabkan pupuk urea menjadi mahal 
(Jatimtimes.com, 28 September 2020). 
Faktor lainnya yaitu, semakin kecil lahan yang 
mereka kerjakan maka semakin kecil pula 
pendapatan yang akan diterima oleh keluarga petani. 
Faktor lainnya yaitu, semakin kecil lahan yang 
mereka kerjakan maka semakin kecil pula 
pendapatan yang akan diterima oleh keluarga petani. 
Peranan sector pertanian bagi kehidupan masyarakat 
di pedesaan sangat ditentukan oleh luas lahan 
pertanian. Dalam hal ini, lahan pertanian dalam usaha 
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tani merupakan faktor produksi utama dalam 
menyerap tenaga kerja dan sumber pendapatan 
petani. Sehingga, tinggi rendahnya tenaga kerja dan 
pendapatan petani akan ditentukan oleh luas lahan 
pertanian yang dikuasai dan dikerjakan.  
Keterlibatan tenaga kerja pedesaan di sector 
informal ini antara lain disebabkan oleh 
ketidakmampuan sector pertanian dalam menyerap 
tenaga kerja yang kian bertambah, jumlah luas lahan 
garapan yang tidak merata serta insentifikasi di 
bidang pertanian yang tidak menguntungkan dalam 
meningkatkan pendapatan. Sehingga, mengharuskan 
tenaga kerja di sector pertanian untuk bisa 
mempertahankan kehidupan keluarganya sehari-hari.  
Dengan demikian, agar terciptanya 
kesejahteraan kehidupan para petani dan keluarga 
diperlukan campur tangan dari Pemerintah terutama 
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian. Dalam  
pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, adalah 
kondisi terpenuhinya kebutuhan materian, spiritual, 
dan sosial warna negara agar memiliki kehidupan 
yang layak dan mampu mengembangkan diri, 
sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.  
Kesejahteraan petani sendiri juga dipengaruhi 
oleh penerapan teknologi pertanian. Penerapan 
teknologi pertanian sendiri ditandai dengan 
penerapan Revitalisasi Pertanian dari kelembagaan, 
budidaya, pasca panen, hingga pemasaran. Menurut 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (2017), 
kebijakan pemerintah masih terhambat karena 
kelembagaan kelompok tani yang masih lemah 
sehingga belum memberikan peran untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani. (Sumber: LKjIP 
(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas 
Ketahanan Pangan Dan Pertanian Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo 2019) 
Dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang 
bertanggungjawab untuk menyediakan atau 
mengelola prasarana pertanian adalah Pemerintah dan 
Daerah melalui Kementrian Pertanian Republik 
Indonesia. Disamping itu, Pemerintah Pusat dan 
Daerah juga berperan dalam membina petani, 
kelompok tani, dan gabungan kelompok tani dalam 
menghasilkan sarana dan prasarana pertanian yang 
berkualitas. Selain itu dalam UU No.19 Tahun 2013 
BAB IV Tentang Perlindungan Petani  Bagian Satu 
Umum Pasal 21 menyatakan bahwa Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya 
dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, 
bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan 




Teori Implementasi Kebijakan  
Menurut Riant Nugroho (dalam Jefri 
Sulistiyanto: 2013:19) mengemukakan bahwa 
implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara 
agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, 
tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 
mengimplementasikan kebijakan publik ada dua 
pilihan langkah yang ada, yaitu langsung 
mengimplementasikan dalam bentuk program atau 
melalui formulasi kebijakan atau turunan dari 
kebijakan. Dalam proses penyusunan kebijakan 
sudah didasarkan pada kebutuhan yang sudah 
diperhitungkan rasionalitasnya.  
Rasionalitas sendiri merupakan perbandingan 
antara pengorbanan dan hasil yang dicapai dengan 
menekankan pada aspek efisiensi dan aspek 
ekonomis. Menurut Simon dalam (Dr. Sahya 
Anggara, 2014, pp. 72-82) model rasional 
menyimpulkan bahwa berbagai keputusan publik 
pada praktiknya tidak memaksimalkan manfaat atas 
beban, namun cenderung untuk memenuhi kriteria 
yang ditetapkan oleh para pengambil keputusan 
untuk diri pribadi dalam masalah yang sedang 
menjadi perhatian.  
Dalam sasaran implementasi kebijakan, 
Menurut Grindle (1980), pada gilirannya keseluruhan 
implementasi kebijakan dapat dinilai dengan 
mengukur cpaian outcome kebijakan yang 
dibandingkan dengan tujuan kebijakan yang telah 
ditetapkan, yakni yang disebut dengan policy 
outcomes impact on society, individuals, and group 
in form of expected change.  Dalam terori George 
Edward III (dalam Jefri Sulistiyanto: 2013:22) 
mengemukakan bahwa untuk memperhatikan isu 
pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif 
ada empat faktor yang mempengaruhi yaitu 
communication, disposition or attitude, dan 
bureaucratic structures. 
a. Communication 
b. Resource  
c. Disposition  
d. Bureaucratic structures  
 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Dalam Perda No.6 tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang 
merupakan penjabaran dari PP 23 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah ditetapkan uraian Tugas 
dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Probolinggo dengan Peraturan Bupati 
nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Probolinggo. Dalam BAB IV pasal 5 ayat 1 
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menjelaskan bahwa Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian mempunyai tugas pokok membantu 
bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang 
pangan dan pertanian serta tugas pembantuan yang 
diberikan kepada daerah.  
 
Kesejahteraan 
Menurut pasal 1 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan Sosial, adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan materian, spiritual, dan sosial warna 
negara agar memiliki kehidupan yang layak dan 
mampu mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya. Ini menunjukkan 
bahwa sejahtera sebenarnya tidak hanya melulu pada 
kecukupan material saja, akan tetapi terpenuhinya jua 
unsur spiritual dan sosial dari seseorang. Untuk 
kesejahteraan petani sendiri bisa dilihat dari 6 aspek 
penilaian yakni: 
1. Luas lahan garapan 
2. Pemodalan petani 
3. Teknologi 
4. Sumber daya manusia 
5. Jumlah produksi 
6. Harga komoditi pasar 
 
Metode Penelitian 
Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode 
yang memungkinkan untuk mengkaji hal-hal tertentu 
secara mendalam dan rinci.  
 
Setting dan Subyek Penelitian  
a. Lokasi Penelitian  
Peneliti memilih lokasi Dinas Ketahanan Pangan 
Dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 
b. Waktu penelitian  
Waktu penelitian ini dimulai pada bulan 
Desember sampai Februari 2021 dari tahap 
prasurvei hingga dilaksanakan tindakan. 
c. Subyek Penelitian  
Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala 
Bidang Pelaksanaan Penyuluhan Dan Bina 
Usaha Tani, Kasubag Umum Dan Kepegawaian 
serta Ketua Kelompok Tani 
 
Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data diperoleh 
dari: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh peneliti 
dari sumber asli yang memiliki informasi atau 
data tersebut. Dalam penelitian ini sumber data 
primer diperoleh: 
a. Mengadakan wawancara kepada Subbag 
Umum dan Kepegawaian yakni Ibu Endang 
Dwi Sulistyowati, SP.,MM, Bapak Arif 
Kurniadi, SP., MM selaku Bidang Pelaksana 
Penyuluhan dan Bina Usaha Tani, serta 
Bapak Eddy selaku Ketua Kelompok Tani 
Jabung Subur II 
b. Pengamatan langsung terhadap objek 
penelitian (observasi). 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui media perantara atau data 
yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang 
telah disusun dan dipublikasikan. Dalam 
penelitian ini sumber data sekunder diperoleh 
dari: literature, jurnal ilmiah dan berita digital. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan suatu 
langkah penting dalam sebuah penelitian. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut. 
1. Observasi 
2. Wawancara  
3. Dokumentasi  
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang dibuat adalah data 
yang ditentukan dari tempat penelitian dan dianalisis 
secara kualitatif. dilakukan dengan melakukan 
observasi, selama pelaksanaan penelitian dilapangan 
dan setelah selesai penelitian di lapangan. Data 
penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan 
dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh ke 
dalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam 
unit-unit, menganalisis data yang penting, menyusun 
atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah 
penelitian dalam bentuk laporan dan membuat 
kesimpulan agar mudah untuk dipahami.  
 
Teknik Keabsahan Hasil Penelitian  
Dalam teknik keabsahan hasil penelitian 
penulis menggunakan beberapa usaha diantaranya 
sebagai berikut:  
a. Kepercayaan (credibility)  
b. Keteralihan (transferability) 
c. Ketergantungan (dependanbility)  
d. Kepastian (confirmbility) 
 
Alur Penelitian  
Dalam alur penelitian ini dimulai dengan 
merumuskan masalah penelitian, kemudian 
melakukan studi literature dengan membaca hasil 
penelitian terdahulu dan beberapa buku yang 
mendukung data dengan wawancara (depth 
interview), dan observasi. Setelah melakukan 
pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah analisis 
existing system yakni proses pembuatan perencanaan 
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strategis secara pararel dengan analisis struktur 
dokumen perencanaan strategis di beberapa 
perguruan tinggi. Setelah pengumpulan data maka 
tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
analisis persamaan dan perbedaan proses serta 
struktur dokumen perencanaan strategis perguruan 
tinggi. Setelah analisis tersebut akan dihasilkan 
beberapa persamaan yang dibutuhkan untuk 
mengerjakan langkah selanjutnya, yaitu analisis 
sintesa untuk menentukan kriteria yang ideal untuk 
framework perencanaan strategis perguruan tinggi. 
 
Pembahasan 
Gambaran Implementasi Kebijakan Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam 
Maningkatkan Kesejahteraan Petani 
1. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan 
Pertanian 
Pada hasil penelitian, ditemukan bahwa 
gambaran implementasi kebijakan Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian berupa 
pemfokusan terhadap peningkatan produksi 
pertanian guna menghasilkan peroduk pertanian 
yang berkualitas dan memiliki daya saing di 
pasar global serta memiliki kualitas produk yang 
baik dan berkelanjutan. Sehingga turut andil 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 
Dalam pembuatan kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan Dan Pertanian tidak serta merta 
merancang, namun melihat kondisi yang ada 
dilapangan dan evaluasi di tahun sebelumnya. 
Sehingga muncul revitalisasi lahan yang dalam 
pelaksanaannya terdapat 7 aspek untuk 
mewujudkan peningkatan produksi pertanian.   
Yang pertama, revitalisasi lahan yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas 
yang terkendala dengan masalah lahan karena 
lahan semakin kekurangan unsuk mikro dan 
makro. Dengan cara, mengurangi penggunaan 
pupuk kimia dan beralih pada pupuk organic 
hasil produksi sendiri di Unit Pengolahan Pupuk 
Organik dengan harapan mampu membantu 
memperbaiki unsur tanah sehingga tanah bisa 
lebih produktif lagi. 
Yang kedua, revitalisasi pembenihan 
dengan penggunaan benih-benih unggul dengan 
cara memperkuat UPT produksi benih. Dengan 
penggunaan benih unggulan ini, pemerintah 
mengharapkan hasil panen yang maksimal dan 
berkualitas. Yang ketiga, revitalisasi 
infrastruktur dan sarana dengan memberikan 
bantuan peralatan pertanian, membangun dan 
merehabilitasi prasarana penyedia air irigasi, 
serta memfasilitasi pembangunan gudang-
gudang penyimpanan hasil panen dan gudang 
benih penangkaran. Hal ini dimaksudkan mampu 
memfasilitasi masyarakat dalam mendapatkan 
kemudahan di sector pertanian, selain itu mampu 
membantu dalam perekonomian petani sehingga 
petani sejahtera. 
Yang ke empat, revitalisasi sumber daya 
manusia dengan mengedepankan kemampuan 
dari penyuluh pertanian dalam memberikan 
pelatihan kepada pejabat pelaksana dan pejabat 
fungsional guna meningkatkan kompetensi, 
mengatur tata hubungan kerja masing-masing 
individu guna melaksanakan kewajiban dalam 
mencapai kinerja yang maksimal, menyediakan 
informasi dan teknologi pertanian melalui 
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), serta 
menyusun SOP bagi kerja kelompok masyarakat 
pertanian dalam melaksanakan program 
pemerintah. 
Yang ke lima, revitalisasi pembiayaan 
petani dengan menjalankan program Kementrian 
Pertanian berupa kartu tani ini, diharapkan 
mampu membantu para petani untuk menembus 
pupuk subsidi dan mendapatkan modal untuk 
panen berikutnya  Yang ke enam, kelembagaan 
petani dengan membantu kelompok tani melalui 
Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) memberikan 
pelatihan dalam bidang administrasi agar lebih 
tertata seperti penulisan laporan, evaluasi dan 
pembukuan lainnya. 
Yang ke tujuh, Revitalisasi Teknologi dan 
Industri Hilir dengan mengembangkan teknologi 
pertanian, meningkatkan alat mesin, melakukan 
kerjasama dalam mengembangkan teknologi 
pertanian, meningkatkan penggunaan teknologi 
pasca panen, terutama penyimpanan komoditi 
holtikultura agar bertahan lebih lama dan mampu 
menaikkan nilai tawar petani holtikutura, dan 
meningkatkan promosi komoditi Kabupaten 
Probolinggo Unggul.   
2. Program kebijakan kesejahteraan petani 
Pada hasil penelitian ditemukan bahwa 
dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Ketahanan 
Pangan dan pertanian ini sudah dirancang 
melalui beberapa program kegiatan yang masuk 
di dalam rencana strategis yang dibuat 
berdasarkan pedoman Permendagri No.86 Tahun 
2017. Terdapat 3 program yang diusung oleh 
bagian pelaksana penyuluhan dan bina usaha tani 
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan 
petani yaitu peningkatan kapasitas kelembagaan 
pertanian, peningkatan program dan informasi 
penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. 
Dari ketiga program tersebut sudah 
menggambarkan bahwa pemerintah 
memfokuskan terhadap peningkatan produksi 
pertanian guna menghasilkan peroduk pertanian 
yang berkualitas dan memiliki daya saing di 
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pasar global serta memiliki kualitas produk yang 
baik dan berkelanjutan. Sehingga turut andil 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 
 
3. Model kebijakan kesejahteraan petani 
Dari hasil penelitian dapat dijelaskan 
bahwa model kebijakan yang digunakan oleh 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Probolinggo menggunakan model 
rasional komprehensif dimana dalam 
merumuskannya tidak memaksimalkan manfaat 
atas beban. Namun, cenderung untuk memenuhi 
kriteria yang ditetapkan oleh para pengambil 
keputusan untuk diri pribadi dalam masalah yang 
sedang menjadi perhatian. 
 
4. Sasaran kebijakan kesejahteraan petani 
Dari hasil penelitian sasaran dari 
implementasi kebijakan yang dibuat oleh Dinas 
Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten 
Probolinggo dalam meningkatkan kesejahteraan 
petani yakni meningkatkan produksi sub sector 
tanaman pangan, holtikultura, dan tanaman 
perkebunan. Angka produksi dalam bidang 
pertanian menunjukan kinerja secara 
keseluruhan. Jika suatu komoditi mengalami 
kenaikan produksi atau luas tanam maka bisa 
diartikan sebagai ekpektasi kenaikan 
kesejahteraan petani begitu juga sebaliknya.  Jika 
kenaikan produksi menyebabkan petani 
mempunyai kelebihan pendapatan sebagi modal 
untuk tanam musim berikutnya ini akan 
berdampak pada kesejahteraan petani yang 
mampu mencukupi kebutuhan budidaya serta 
kebutuhan hidup. 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat 
Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Petani  
Dari hasil penelitian ditemukan beberapa 
faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam 
mengimplementasikan kebijakan untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam 
implementasi kebijakan pasti membutuhkan faktor 
pendukung dan penghambat yang mempengaruhi 
berjalannya suatu kebijakan. 
1. Faktor Pendukung Implementasi 
Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Petani 
Berdasarkan hasil penelitian dalam 
implementasi kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani terdapat faktor 
pendukung diantaranya komunikasi dan 
koordinasi antara pegawai dinas sudah bisa 
dikatakan cukup baik. Sumber daya dan sarana 
prasarana yang memadai yakni dengan 
peningkatan pengetahuan petugas dengan 
pengikuti pembelajaran melalui diklat 
sehingga sumber daya manusianya berkualitas 
dan dapat mengimplementasikan pengetahuan 
yang dimiliki kepada kelompok tani.  
Lalu fasilitas berupa sarana prasarana, 
UPPO, blower benih tembakau, traktor, dan 
peralatan pertanian lainnya. Dinas juga 
menjalankan program dari kementrian 
pertanian berupa kartu tani yang dapat 
digunakan untuk penebusan pupuk subsidi dan 
pendapatan modal pasca panen. Peningkatan 
jumlah prouksi di beberapa hasil pertanian 
sehingga mampu membantu peningkatan 
pendapatan petani.  
 
2. Faktor Penghambat Implementasi 
Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Dalam Meningkatkan 
Kesejahteraan Petani 
Berdasarkan hasil penelitian dalam 
implementasi kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani terdapat faktor 
penghambat diantaranya Sumber Daya 
Manusia, petani masih belum bisa terbuka dan 
menerima terhadap beberapa program yang 
dibuat oleh dinas karena merasa khawatir 
pekerjaan mereka akan hilang karena 
tergantikan oleh mesin canggih, lalu iklim dan 
cuaca yang susah ditebak sehingga 
berpengaruh terhadap hasil pertanian yang 
berdampak pada nilai jual nantinya, alih fungsi 
lahan yang berakibat berkurangnya lahan 
pertanian menjadi lahan bisnis, sarana 
prasarana yang tidak sesuai pada saat 
pendistribusiannya atau makraknya alat 
pertanian karena petani tidak mampu 
memperbaiki serta pendistribusian benih yang 
tidak tepat atau kualitas kurang baik, serta 
harga komoditi pasar yang tidak menentu 
diakibatkan oleh tingginya kebutuhan para 
petani sehingga dalam penjualan hasil 
pertanian digunakan sistem kesepakatan antara 
penjual dan pembeli dan tidak berpatok pada 
harga dari pemerintah pusat.  
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a. Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian Kabupaten Probolinggo bisa 
dikatakan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari 
3 program yang dihasilkan oleh bagian 
pelaksana penyuluhan dan bina usaha tani dan 
berfokus pada peningkatan hasil pertanian, 
yakni peningkatan kapasitas kelembagaan 
pertanian, peningkatan program dan informasi 
penyuluhan, dan pengembangan agribisnis. 
b. Program dari kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo 
dalam meningkatkan kesejahteraan petani, 
yaitu dengan peningkatan kapasitas 
kelembagaan pertanian, peningkatan program 
dan informasi penyuluhan, dan pengembangan 
agribisnis. 
c. Model dari kebijakan Dinas Ketahan Pangan 
dan Pertanian Kabupaten Probolinggo disusun 
berdasarkan dari kebutuhan dan perencanaan 
yang diusulkan oleh kelompok tani yang sudah 
melalui persetujuan dari pusat di tahun 
sebelumnya. 
d. Sasaran dari kebijakan Dinas Ketahanan 
Pangan dan Pertanian  Kabupaten Probolinggo 
berupa peningkatan produksi pangan, 
holtikultura dan tanaman perkebunan petani, 
terhitung hasil beberapa hasil produksi 
tanaman mengalami peningkatan.  
e. Faktor pendukung implementasi kebijakan 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan 
kesejahteraan petani adalah communication, 
resource dan sarana prasarana, pemodalan 
petani, dan jumlah produksi.  
f. Faktor penghambat implementasi kebijakan 
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 
Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan 
kesejahteraan petanian sumber daya manusia, 
iklim dan cuaca, berkurangnya luas lahan, 
teknologi dan sarana prasarana, serta harga 
komoditi pasar.  
 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu 
kebijakan khususnya dalam mensejahterakan petani 
harus dilakukan dengan baik dan optimal, supaya 
sesuai dengan sasaran. Berikut beberapa saran yang 
dapat diberikan oleh peneliti: 
a. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 
seharusnya mampu melakukan pendekatan 
lebih kepada para petani guna meningkatkan 
kepercayaan petani dengan memberikan 
jaminan dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten 
Probolinggo.  
b. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 
seharusnya bisa melakukan pengecekan 
terlebih dahulu pada sarana prasarana yang 
akan disalurkan pada kelompok tani di 24 
kecamatan. 
c. Pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 
seharusnya mampu mengedepankan adaptasi 
dan melakukan mitigasi iklim guna 
meminimalisir adanya perubahan iklim. 
d. Pada masyarakat sehaharusnya mampu 
mengikuti laju perkembangan jaman dengan 
turut aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang 
diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan 
Pertanian melalui kelompok tani. 
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